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REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN 
PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 
(2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan 
Penyiaran Multipleksing, pelaksanaan proses seleksi 
penyelenggaraan penyiaran multipleksing di Zona 
Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona 
Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Selatan) perlu dituangkan dalam dokumen seleksi 
tersendiri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Pelaksanaan Penetapan 
Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;  
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Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4252);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3980); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit 
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3981);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4485); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4566); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan 
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4974); 

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 
yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 
2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan 
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di 
Bidang Penanaman Modal; 
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9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara;  

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan 
Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/P/M.KOMINFO/7/2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan 
Informatika; 

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial 
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air);  

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana 
Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan 
Televisi Siaran Digital Teresterial Pada Pita Frekuensi 
Radio 478 – 694 MHz; 

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar 
Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap 
Tidak Berbayar (Free-To-Air); 

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan 
Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;  
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG 
PELAKSANAAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN 
PENYIARAN MULTIPLEKSING. 

Pasal 1 
Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan 
Penyiaran Multipleksing dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.  
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Februari 2013 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
TIFATUL SEMBIRING 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Maret 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
AMIR SYAMSUDIN 
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